Menimbang :

Mengingat

PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa sisa perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2001
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3596);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1007 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4645) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik
Indonesia Nomor 3693);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2000
tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000, Seri
D, Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2001
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2001, Seri D Nomor 4),

Dengan Persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
SISA  PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2001 sebesar Rp. 43.084,632,316,00 terdiri atas:

a. PENDAPATAN Rp. 278,766.035.772,00

b. BELANJA

Rp. 235.631.403.456,00

Rutin Rp. 173.536.997.790, 00
Pembangunan Rp. 62.144.405.666,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berlebih Rp.

43.084.632,316,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001
sejumlah Rp. 16.576.791.421,00 terdiri atas:

a. Pendapatan
b. Belanja

Rp. 16.576.791.421,00
Rp. 16.576.791.421,00



Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasall dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini,
menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan
Sisa Perhitungan APBD, menurut C.I sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini adalah:

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[Il Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan daerah ini;
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c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum
dalamLampiran VIII Peraturan Daerah ini;

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 Peraturan
Daerah ini adalah:

a. UKP Penerimaan menurut C/IP/JUKP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X Peraturan Daerah ini;

b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA
Ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO



